
 

 

KEBIJAKAN HUKUM  TENTANG PENGATURAN HAK 

DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA  

PASCA AMANDEMEN UUD 1945 

 

TESIS 

 

 

Oleh: 

AWINULLAH 

201720251010 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 

TAHUN 2019 



 

Kebijakan Hukum..., Awinullah, Magister Hukum 2019



Kebijakan Hukum..., Awinullah, Magister Hukum 2019



 

Kebijakan Hukum..., Awinullah, Magister Hukum 2019



 

Kebijakan Hukum..., Awinullah, Magister Hukum 2019



v 

 

ABSTRAK 

 

 

Awinullah, 201720251010, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak 

Dan Kebebasan Beragama di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. 

Tujuan penulis adalah untuk meneliti bagaimanakah norma tentang 

pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 setelah amandemen, dan meneliti apakah norma tersebut telah 

terimplementasikan dengan baik dalam undang-undang. Dalam penelitian ini 

diambil sampel 2 (dua) undang-undang yakni UU 20/2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dan UU 23/ 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, yang kemudan diubah dengan UU 35/ 2014, untuk selanjutnya disebut UU 

Perlindungan Anak (UUPA). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Merupakan 

penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Artinya 

penelitian ini memaparkan pembahasan dan hasilnya dalam bentuk deskripsi yang 

kemudian dilakukan analisa menggunakan teori maupun logika. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam UUD 1945 pasca 

amandemen terdapat norma terkait dengan hak dan kebebasan beragama, yakni 

pasal 28 E ayat (1); pasal 28I ayat (1); pasal 28J; dan pasal 29 ayat (2). Dari 

rangkaian norma tersebut diambil kesimpulan bahwa hak beragama di Indonesia 

diberikan kebebasan dan jaminan oleh negara, akan tetapi harus tunduk pada 

pengaturan melalui undang-undang, semata-mata untuk melindungi hak asasi 

orang lain dan kepentingan umum. 

Norma tersebut telah terimplementasikan dengan baik secara normatif 

dalam UU Sisdiknas, yang menjamin bahwa setiap murid berhak mendapatkan 

pendidikan agama sesuai agamanya oleh guru yang seagama; serta dalam UU 

Perlindungan Anak yang menjamin Anak untuk memeluk agama dan beribadah 

sesuai agamanya. 

Kata Kunci: UUD 1945, Kebebasan Beragama, Pendidikan, Perlindungan Anak 
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ABSTRACT 

 

 

Awinullah, 201720251010, Legal Policy Regarding Regulations on 

Religious Rights and Freedom in Indonesia after the Amendment to the 1945 

Constitution.  

The author's aim is to examine the norms regarding the regulation of 

religious rights and freedoms in the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia after the amendment, and examine whether these norms have been 

properly implemented in the law. In this study a sample of 2 (two) laws was taken, 

namely Law 20/2003 concerning the National Education System (UU Sisdiknas), 

and Law 23/2002 concerning Child Protection, which was later amended by Law 

35/2014, hereinafter referred to as the Child Protection Act (UUPA). 

The type of this research is normative juridical research using; a library 

research that is descriptive analytical. This means that this study presents the 

results in descriptions which then analyzed using theory and logic. 

This research found that in the post-amendment of the 1945 Constitution 

there were norms related to rights and freedom of religion, namely article 28E 

paragraph (1); Article 28I paragraph (1); Article 28J; and article 29 paragraph 

(2). From this set of norms, it is concluded that religious rights in Indonesia are 

given freedom and guarantees by the state, but must be subject to regulation 

through law, solely to protect the rights of others and the public interest. 

This norm has been implemented properly and normatively in the National 

Education System Law, which guarantees that every student has the right to 

receive religious education according to his / her religion by a teacher of the 

same religion; and in the Child Protection Act that guarantees children to 

embrace religion and worship according to their religion. 

 

Keywords: 1945 Constitution, Religious Freedom, Education, Child Protection 
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